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BAB 1

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat mimiliki aturan yang bertujuan sebagai aturan
dasar yang berguna untuk memonitor suatu prilaku pada diri seseorang maupun
masyarakat yang diantaranya ialah aturan kesopanan, hukum, agama, aturan ini
menjadi dasar bagi sikap tindak seseorang dalam bermasyarakat yang
didalamnya memiliki sanksi atau hukuman bagi seseorang yang melakukan
kesalahan hal ini selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari.

Kepolisian merupakan perangkat pemerintahan yang bertujuan
menegakan hukum, menjaga ketentraman di dalam masyarakat, serta menjadi
pelindung dalam masyarakat dalam menindak atau mencegah adanya kriminal
dilingkungan masyarakat agar masyarakat terhindar dari rasa ketakutan serta
hal yang dapat merugikan masyarakat dengan cara menjaga ketertiban serta
menegakkan rasa adil di masyarakat yang berlandaskan norma.t

Tujuan adanya kehadiran hukum ialah agar terciptanya keamanan dalam
kehidupan percakapan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat agar terhindar
dalam segala bahaya seperti kepanikan yang dapat merugikan masyarakat.
Akan tetapi didalam hukum perdata tentu memiliki perbedaan dengan hukum
pidana. Hukum pidana terfokus dengan sudut pandang didalamnya dimana

salah satu fokusnya ialah menjaga keamanan dalam lingkungan bermasyarakat.

! Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik,
Bandung: Alumni,2008, him. 1.



Berdasarkan landasan secara universal disebut ada dua penjelasan
berkaitan dengan hukum pidana, hukum pidana objektif didalamnya memuat
ius poenale dan ius puniendi. Mesger menyatakan bahwa hukum pidana ialah
seperangkat norma yang didalamnya memiliki batasan dalam melaksanakan
perbuatan dan apabila perbuatan tersebut melanggar aturan didalamnya maka
akan melahirkan suatu sanksi yang berupa pidana.

Menurut Sudarto hukum pidana subjektif memiliki arti diantaranya :
a. Secara luas, memiliki arti semua hal yang berkaitan dengan penentuan
hukum pidana atau alat kelengkapan negara
b. Secara sempit, ialah kewenangan suatu negara dalam penjatuhan masa
hukum pidana bagi seseorang yang melakukan tindak kriminal serta
didalamnya membahas mengenai kewajiban negara dalam memproses

suatu perkara pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dapat diberlakukan atau dijatuhkan
kepada pelaku-pelaku yang melanggar ialah jenis tindak pidana ringan seperti
tindak pidana pencurian ringan, yang hal ini tentu berlaku dan diakui oleh
sistem peradilan pidana itu sendiri. Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah
tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. yang terdiri dari,
penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan,

pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan

2 Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum
Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, him. 2-4.



penadahan ringan.’

Dalam masyarakat tentu memiliki kebutuhan yang sangat harus terpenuhi
sebagai bentuk agar berlangsungnya kehidupan. Untuk terwujudnya hal
tersebut terkadang dilakukan tanpa pemikiran yang panjang yang akibatnya
akan merugikan masyarakat disekitarnya. Inilah yang menjadi dampak negatif
di lingkungan masyarakat sehingga diperlukannya pertanggungjawaban bagi
orang yang melakukan kejahatan tersebut tanpa terkecuali pada tindak pidana

pencurian ringan.*

Berdasarkan pada pendekatan restorative justice yang ada, pemaknaan
dari tindakan pidana pada dasarnya memiliki kesamaan dengan pandangan
hukum pidana umumnya, seperti yang diketahui yaitu serangan kepada
individu atau kelompok.> Oleh karena itu tindakan yang tidak dibenarkan harus
dilakukan pembenahan dan pemulihan akibat dari kerusakan yang telah
dilakukan sebelumnya. Keadilan sendiri dimaksudkan sebagai proses dalam
menyelesaikan suatu masalah atau perkara terpidana yang di dalamnya
melibatkan seorang korban, terdakwa, dan beberapa masyarakat setempat.
Ketiganya menjadi aspek penting dalam usaha yang dilakukan untuk
perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan keberlangsungan usaha pemulihan
tersebut.

Paradigma restorative mengacu pada penyelesaian perkara yang

¥ Muhammad Soma, “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dendadalam
KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian”, Jurnal Cita Hukum , 2013 him. 4.
* Abdoel Djamali R, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2010,

him. 171

® Koesriani Swosoebroto, Pendekatan Baru Dalam Kriminologi, Penerbit Universitas

Trisakti, Jakarta 2009, him. 34.



melibatakan antara korban maupun pelaku serta masyarakat didalamnya
agar tercipta keadilan yang sama rata. Yang diharapkan dengan adanya
pendekatan ini agar tercipta keadilan antara para pihak yang terlibat
sehingga terciptanya keadaan yang tentram aman, tertib dan seimbang seperti
keadaan sedia kala, penyelesaian dengan restorative menjadi alternatif baru
dalam bagaimana penegekan dan pemidanaan itu dilaksanakan tanpa paksaan

tetapi dilaksanakan karena adanya kesadaran antara salah satu pihak.

Menurut Eva Achjani Ulfa bahwa: “Restorative Justice” dalam
penegakan hukum pidana dengan landasan hukum berupa diskresi terkait
dengan persoalan tindak pidana yang masih berada dalam ranah domain
penyidikan oleh penyidik, dimaksudkan bahwa penyidik sebagai aparat
penegak hukum harus melakukan penyesuaian diri dan mencari pedoman atau
pola untuk membentuk kembali, memperbaiki kembali, membentuk lebih baik,
melangsungkan perubahan dan pembaharuan, melakukan penyusunan kembali
agar pelaku dan korban terdorong melakukan musyawarah untuk memperbaiki

kondisi guna mengembalikan keadaan seperti semula.’

Hukum pidana dikenal dengan adanya Tipiring atau disebut dangan
Tindak Pidana Ringan. Istilah ini merupakan singkatan yang terdapat dalam
UU KUHAP, Bab XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Bagian 6 Acara
Persidangan untuk kejahatan ringan. putusan mahkamah agung republik

indonesia no. 02 tahun 2012 tentang pembatasan pelanggaran dan penyesuaian

®Eva Achjani Ulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011,
him.80.



besaran denda dalam hukum pidana. Menyusul pengumuman dari Mahkamah
Agung mengenai putusan pada Oktober 2012, yang didalamnya Mahkamah
Agung membersamai Jaksa Agung, Kepolisian, dan Kementrian HAM,
menguraikan ketentuan acuan dalam perjanjian. Dengan dilaksanakannya
perintah pengadilan agung nomor 2 tahun 2012 tentang pembatasan tindak
pidana ringan dan penyesuaian denda. menyatakan bahwa kasus pelanggaran

ringan dapat diselesaikan oleh restorative justice (pemulihan keadilan).’

Menurut pendahuluan studi yang dilakukan disertakan wawancara di
Kepolisian Sektor Banding Agung dengan bapak Iptu Abusama.S,H
(Kepala Kepolisian Sektor Banding Agung) dan bapak Ipda Nyoman (Kanit
Reskrim Kepolisian Banding Agung) mengenai Pelaksanaan Restorative
Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Kepolisian
Sektor Banding Agung Maka pihak kepolisian di polsek banding agung
melakukan pendekatan melalui perantaraan mediasi dengan syarat adanya
persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan mediasi tersebut,
mekanismenya mempertemukan dan memfasilitasi kedua belah pihak
sehingga terjadilah kesepakatan perdamaian dan diberikan nasehat oleh
tokoh adat. Adapun pertimbangannya adalah karena pelaku bukan residivis,
anak-anak dan kerugian materialnya sedikit. Selanjutnya penelitian ini juga
mendapatkan data dari Kepolisian Sektor Banding Agung melalui wawancara

dengan penyidik di bagian reskrim bapak Ipda Nyoman mengenai tindak

! Terhadap tindak pidana ringan dapat diselesaikan diselesaikan dengan menggunakan
pendekatan restorative justice (pemulihan keadilan) Online : dari
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5240256b79ffe/ma-keluhkan-pelaksanaan-
permatipiring pada tanggal 30 agustus 2021 pukul 16.10



https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5240256b79ffe/ma-keluhkan-pelaksanaan-permatipiring
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5240256b79ffe/ma-keluhkan-pelaksanaan-permatipiring

pidana pencurian ringan yang terjadi dari tahun 2019- 2021, yaitu sebagai
berikut :
Tabel. 1
Rekapitulasi Banyak Jumlah Perkara Termediasi oleh Satreskim

di Kepolisian Sektor Banding Agung

Jumlah terjadinya perkara
No Tahun Keterangan
pencurian ringan

Mediasi
1 2019 3 (penyelesaian

kekeluargaan)

Mediasi
2 2020 2 (penyelesaian

kekeluargaan)

3 2021 Nihil -

Sumber: Laporan perkara kepolisian sektor banding agung tahun 2019-2021
Keadilan restoratif merupakan suatu konsepan sederhana sebagai proses
dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada pada lingkup
kemasyarakatan, dimana di dalamnya melibatkan berbagai pihak dengan
harapan dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi, menemukan solusi yang

dapat memulihkan keadaan kembali normal terutama untuk korban yang telah



dirugikan.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti
bermaksud untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah
tugas akhir dengan judul "PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
DI KEPOLISIAN SEKTOR BANDING AGUNG” (Studi Kasus
Kepolisian Sektor Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Sumatera Selatan).

B. Rumusan Masalah
Berlandaskan penjelasan dari latar belakang tersebut, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Restorative Justice dalam menyelesaikan
tindak pidana Pencurian Ringan di Kepolisian Sektor Banding Agung ?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peranan kepolisian untuk
melaksanakan penegakkan hukum melalui pendekatan Restorative Justice
di Kepolisian Sektor Banding Agung?

C. Tujuan Penelitian
Keberhasilan dalam suatu penelitian adalah ketika tujuan dari pada

penelitian dapat diraih. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahuai pelaksanaan Restorative Justice dalam menyelesaikan

tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Sektor Banding Agung



(Studi Kasus Kepolisian Sektor Banding Agung Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Sumatra Selatan).

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi peran kepolisian dalam penegakan Restorative Justice
tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Sektor Banding Agung.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari sebuah penelitian tentunya sangat dibutuhnkan agar
penelitian ini memiliki kriteria yang dapat dinilai oleh berbagai pihak. Maka
peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
meningkatkan pemahaman tentang praktik restorative justice dalam
menangani kejahatan pencurian ringan di kepolisian Sektor Banding Agung
(Studi Kasus Kepolisian Sektor Bansing Agung Kabupaten Ogan Komering
Ulu, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan).
b. Manfaat Praktis
a) Bagi Kepolisian
Penelitian ini diharapkan agar pihak kepolisan dapat melakukan
penyelesaian kasus — kasus tindak pidana melalui alternatif Restorative
Justice secara jelas dan tepat.
b) Bagi Masyarakat
Diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami tentang

bagaimana penyelesaian perbaikan dalam suatu kejahatan tindak pidana



yang dilakukan kepolisian menggunakan pendekatan restorative justice
sesuai penyesuaian pada aturan perundangan.
c) Bagi Peneliti
Diharapkan Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pribadi
peneliti sendiri serta dapat mengetahui bagaimana penyelesaian kasus
tindak pidana melalui Restoratif yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian
yang menjadi objek wawancara penulis.
E. Ruang Lingkup
Berdasarkan objek permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka
peneliti memberikan batasan dalam kajian penggunaan model pendekatan
restorative justice pada penyelesaian tinda kejahatan pada suatu perkara
yang diambil contoh pada penelitian ini adalah kejahatan pencurian ringan
di Kepolisian Sektor Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Sumatera Selatan. Adapun batasan konsep pada penelitian ini
adalah:
1. Model
Model pendekatan keadilan restorative merujuk pada penyelsaian
tindak pidana yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat
tindak pidana yang didalamnya juga melibatkan masyarakat untuk
dilakukannya kesepakatan / mufakat dengan metode keduaya, yang
diharapkan agar pelaku maupun korban merasakan keadilan seadil-
adilnya. Cara penyelesaian ini menjadi langkah bagaimana penjatuhan

pidana dengan cara mempertemukan kedua belah pihak agar mencapai
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kesepakatan bagi keduanya.
2. Tindak pidana pencurian ringan

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering dihadapkan
pada kebutuhan atau keperluan yang mendesak yang mana kebutuhan
tersebut  bertujuan untuk memenuhi segala keperluan untuk
keberlangsungan hidup dirinya sendiri maupun keluarganya. Untuk
memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut, biasanya sering
dilakukan tanpa pemikiran panjang sehingga dapat merugikan
lingkungan atau masyarakat lainnya. ini dapat menyebabkan atau
menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana
kehidupan masyarakat yang bernilai baik sehingga diperlukan suatu
pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidak seimbangan
tersebut.® Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidak seimbangan ini
dapat timbul karena tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka

termasuk juga tindak pidana pencurian ringan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan proses pemisahan dan hasil pemikiran
gagasan dengan acuan bertujuan untuk mengetahui presepsi terhadap sudut
pandang setiap orang yang dianggap relevan menjadi responden oleh
peneliti.’ Teori yang digunakan penulis dalam Pembuatan karya tulis ini

adalah teori tujuan relatif dan teori keadilan restorative.

8 Abdoel Djamali R, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2010, him. 171.

° Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2011. him, 77.
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1. Teori Tujuan Relatif

Teori tujuan relatif merupakan teori yang dilahirkan sebab adanya
reaksi terhadap teori absolut, menurut teori tujuan pindanaan bukan sekadar
balas dendam, namun juga untuk mewujudkan adanya ketertiban sosial.
Koeswadji telah memaparkan tujuan utama pemindanaan adalah sebagai
berikut'? ;

1. de handhaving van de maatschappelijke orde (Untuk mempertahankan
ketertiban masyarakat)

2. het herstel van het door de misdaad ontstane maatschappelijke nadeel
(digunakan sebagai bentuk perbaikan atas kerugian yang diderita
masyarakat karena akibat adanya kejahatan yang terjadi.)

3. verbetering van de dader (Untuk memperbaiki si pelaku)

4. onschadelijk maken van de misdadiger (Untuk membinasakan
penjahat)

5. ter voorkoming van de misdaad (Untuk mencegah kejahatan)

Maksud dari teori relatif sebelumnya telah dijelaskan oleh Muladi dan
Barda yaitu:

Hukuman pidana bukan saja dilakukan untuk pembalasan terhadap
orang yang telah melakukan suatu kejahatan atau kesalahan, tetapi
mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat, Dengan demikian teori ini
disebut dengan teori tujuan (utilitarian theory) yang didalamnya

membahas mengenai dasar pembenaran pidana berdasarkan tujuannya

10 Koeswadji,  tujuan pokok dari pemidanaan Online, dari
https://media.nelitii.com/media/publications/43258-1D-analisis-perkembangan-teori- hukum-
pidana.pdf pada tanggal 18 september 2021, pada pukul 12.15 WIB.



https://media.nelitii.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-%20hukum-%20pidana.pdf
https://media.nelitii.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-%20hukum-%20pidana.pdf
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dimana dalam menjatuhkan pidana tidak hanya diliat karena seseorang
yang berbuat tetapi juga agar orang menjauhi perbuatan tersebut.

Menurut teori relatif pidana memiliki tujuan yaitu sebagai
upaya pencegahan supaya terciptanya ketertiban yang ada didalam
lingkungan hidup. Sebutan lain ialah penjatuhan pidana diberikan kepada
pelaku kejahatan bukan hanya untuk membalas perbuatan jahatnya tetapi
untuk menjaga ketentraman hidup di masyarakat. Teori relatif terbagi
menjadi dua didalam lingkup ilmu pengetahuan pidana diantaranya yaitu:

a) generale preventie (prevensi umum)

b) speciale preventie (prevensi khusus)

Pencegahan umum dilakukan dengan tujuan dapat mempertahankan
ketertiban di dalam lingkup kemanuasiaan, serta menjaga dari adanya
gangguan kejahatan yang dapat meresahkan keadaan. Dengan menghukum
penjahat diharapkan orang lain tidak berani untuk melakukan tindakan
kejahatan. Selain itu, doktrin pencegahan ditekankan dengan tujuan agar
narapidana tidak bereaksi berlebihan. Sehingga dalam hal ini kejahatannya
adalah mendidik dan meningkatkan seorang narapidana menjadi pribadi
lebih baik serta bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan maka ditarik kesimpulan
mengenai beberapa personalitas yang dimiliki teori tujuan relatif, yaitu:

a. pemidanaan bertujuan sebagai penangkal adanya kejahatan.
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b. Mencegah tindak pidana terjadi bukanlah akhir, namun menjadi suatu
langkah awal dengan tujuan tinggi yaitu meningkatkan kesejahteraan
pada masyarakat

c. Pelanggaran hukum yang dipidanakan kepada terdakwa saja karana telah
melanggar hukum yang berlaku.

d. Pemidanaan ditetapkan dengan mendasar pada tujuannya sebagai alat
dalam mencegah kejahatan.

e. Pengakuan bisa saja mengandung hinaan, caci maki, tetapi sebagian dari
kutukan dan balas dendam tidak akan benar-benar dapat diterima jika
tidak mendukung pencegahan kejahatan sebagai upaya membantu
kepentingan umum.

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana di Indonesia mendekati
tujuan tersebut. Hal ini terlihat dari berkembangnya konsep pembetulan dan
sistem pemasyarakatan yang kemudian diterapkan dalam Peraturan Nomor
12 Tahun 1995. Dalam rumusan KUHP. juga melihat kedekatan ide-ide ini
dengan teori.

. Teori Keadilan Restorative

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah filosofi terintegrasi
dari undang-undang baru yang dikombinasikan dengan persepsi kriminal
saat ini. Pemulihan keadilan (justice) mengarah pada solusi yudisial yang
terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat. Restorasi keadilan di sini
memiliki nilai teori pemidanaan, pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi.

Tidak hanya memperhatikan pemulihan pelaku, keadilan pemulihan
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ini  mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat. Perilaku

pemulihan keadilan dan penanggulangan kejahatan adalah:

a. Melaksanaka identifikasi guna memulihkan kerusakan yang ditimbulkan.

b. Dalam penanganan sebuah kasus mengajak semua pihak yang terlibat
dalam perkara tersebut.

c. Mengusahakan perubahan diantara masyarakat dan pemerintahan dalam
merespon tindakan pemindanaan.

Dengan demikian, yang dimaksudkan sebagai keadilan bersifat
restoratif adalah pembelajaran, perbaikan, pemulihan moral serta partisipasi
atau perhatian berbagai pihak di dalam kemasyarakatan dengan memiliki
tanggung jawab, rasa memaafkan, dan perwujudan dari perubahan yang
dijadikan sebagai panduan berproses.*!

G. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian, sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan jenis
penelitian empiris, penelitian ini didasarkan dengan dukungan data yang diambil
secara langsung dari lapangan yang menjadi sumber utama, hasil wawancara dan
juga observasi merupakan jenis penelitian empiris. Pada konsep penelitian ini

digunakan sebagai cara untuk melihat fakta-fakta yang ada dilapangan dengan

1 Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak
Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Online, dari
https://www.researchgate.net/publication/335393663 KEADILAN_RESTORATIF SEBAGAI_A
LTERNATIF DALAM _PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DAL
AM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA pada tanggal 15 september 2021, pada
pukul 10.25 WIB.



https://www.researchgate.net/publication/335393663_KEADILAN_RESTORATIF_SEBAGAI_ALTERNATIF_DALAM_PENYELESAIAN_TINDAK_PIDANA_DAN_PENGARUHNYA_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA
https://www.researchgate.net/publication/335393663_KEADILAN_RESTORATIF_SEBAGAI_ALTERNATIF_DALAM_PENYELESAIAN_TINDAK_PIDANA_DAN_PENGARUHNYA_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA
https://www.researchgate.net/publication/335393663_KEADILAN_RESTORATIF_SEBAGAI_ALTERNATIF_DALAM_PENYELESAIAN_TINDAK_PIDANA_DAN_PENGARUHNYA_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA
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cara mewawancarai atau melakukan pengamatan secara langsung pada tempat
yang dijadikan sebagai objek pencarian data.'?

Karya ilmiah ini juga disebutkan sebagai penelitian empiris dengan
memperhatikan proses terjadinya restorative justice dalam penanganan tidak
kejahatan pencurian skala ringan di Kepolisisan Sektor Banding Agung.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi yang digunakan
dalam penelitian ini dikarenakan metode tersebut mampu menganalisis hasil
pengolahan data dengan mendeskripsikannya ke dalam teks atau lisan serta
kualitas, telaah dan kajian. Secara umum. dalam proses ini, fokusnya adalah
kualitas data yang diperoleh, sehingga dalam proses ini kolektor dapat
menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang baik atau
data mana yang tidak berpengaruh untuk digunakan dalam penelitian ini.

3. Jenis data dan sumber data penelitian
a. jenis data
Penelitian ini menggunakan data yang dibagi dalam dua bagian pokok
yaitu:
1. Data kualitatif yang merupakan jenis data yang menghasilakan kata,
pembentukkan kalimat, skema atau gambaran, maupun diagram.
2. Data kuantitatif yaitu data dengan keunikan yang hasilnya dapat
berbentuk angka, atau bilangan sesuai dengan hasil yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dikarenakan tujuan pada

'Bambang Sunggono, MetodologiPenelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2003, him 43
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penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja Kepolisian Banding Agung
dalam memberikan penanganan suatu perkara dengan pendekatan restorative
justice.
b. Sumber data
Lofand memberikan suatu pendapat bahwa sumber data utama pada
penelitian kualitatif adalah perkataan yang diiringi dengan tindakan, selebihnya
dari keduanya adalah sebagai data tambahan yaitu dokumen dan lain
sebagainya.”® Data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini bersumber
pada dua data yaitu:
1. Data Primer
Perolehan data jenis ini dilakukan melalui survei, wawancara maupun
dokumentasi laporan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti.**
Wawancara yang dilakukan terhadap pihak Kepolisian Sektor Banding
Agung menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan
keterkaitannya dalam kebijakan penyelesaian tindak pidana pencurian
ringan melalui Restorative Justice.
2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh bukan secara langsung tetapi tidak langsung
yang dicari penulis pada buku-buku, jurnal maupun karya ilmiah
yang menyangkut pada penelitian penulisan mengenai pelaksanaan
Restorative dalam penyelesaian tindak pidana ringan pada Kepolisian

Banding Agung.

3 Ibid. 157
4 prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,
2013, him. 106.
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5. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dipilih menjadi tempat penelitian ini adalah di Kepolisian
Sektor Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera
Selatan yang beralamat di Desa Hangkusa Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.
Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Banding Agung dikarenakan
beberapa alasan dimana alasan itu salah satunya kasus yang diteliti ada di
Kepolisian Sektor Banding Agung. Terjadinya tindak perkara kejahatan tersebut
berlangsung di daerah tempat tinggal peneliti sendiri sehingga dapat
memudahkan keberlangsungan penelitian mengetahui saat ini sedang
berlangsung pandemi covid 19.
5. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Kumpulan dari banyaknya objek pada suatu penelitian dengan ciri
yang sama pada suatu ruang tertentu dengan keterkaitan yang dimilikinya
dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti disebut juga sebagai
populasi.”®> Maka dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi yakni
seluruh pihak di Kepolisian Sektor Banding Agung baik itu polisi
maupun pegawai di Kepolisian Sektor Banding Agung yang memiliki
kaitan dengan pelaksanaan Restorative Justice oleh pihak polisi untuk
memperbaiki dan memulihakan perkara dari tindak pencurian skala ringan.
b. Sampel

Sampel adalah mengambil sebagian dari  populasi  untuk

15 Populasi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) Online, diakses dari

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan pada tanggal 1 september 2021, pada pukul 14.54
WIB.



https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan
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diwawancarai.’® Adapun sampel yang diwawancarai tersebut mengenai
pelaksanaan Restorative Justice oleh Kepolisian untuk menanggangi
permasalahan pencurian berskala ringan (Studi Kasus Kepolisian Sektor
Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu  Selatan  Sumatera
Selatan). Teknik purpose sampling atau yang disebut sebagai pengambilan
sampel berdasakan penilaian dari peneliti dengan pertimbangan yang sesuai
dengan ciri-ciri dari permasalahan hukum yang sedang diteliti. Maka yang
diwawancarai tersebut adalah :
1. Kepala Kepolisian Sektor Banding Agung Bapak Ibu Abusama,S.H
2. Kanid Reserse Kriminal Di Kepolisian Sektor Banding Agung Bapak
Ibda Nyoman.
6. Teknik Pengumpulan data
Pengumpulan data yang digunakan peneiliti dalam melakukan penelitian
ini adalah:
a. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data
penelitian melalui membaca, mengutip dokumen, buku, jurnal, artikel, dan

literatur lainnya.'’

Adapun dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan
pelaksanaan Restorative Justice oleh Kepolisian dalam menyelesaikan tindak
pidana pencurian ringan.

b. Studi Observasi

10 Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Pt Rineka Cipta, Jakarta 2003, him
204

' Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
2016, HIm 52
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Observasi yaitu teknik dalam mengumpulkan data dengan meneliti
langsung ke lokasi yang menjadi objek adalam penelitian. Dengan melihat
pelaksanaan Restorative Justice oleh Kepolisian dalam menyelesaikan Perkara
tindak pidana pencurian ringan di lapangan serta melihat pengalaman pihak
Kepolisian Sektor Banding Agung dalam melaksanakan tugasnya yang
berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

c. Wawancara

Adapun teknik ini dilakukan oleh penulis dengan wawancara berupa
tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dan pihak Kepolisian Sektor Banding
Agung dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebelum melakukan
wawancara.

7. Teknik Pengolahan data

Dalam mengolah data hasil penelitian yang dilakukan peneliti
mengelompokkan data secara sistematis yang sebelumnya telah diperoleh dari
studi literatur, observasi dan wawancara. Data- data tersebut diperiksa terlebih
dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah benar dan sesuai dengan
permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini yang pertama kali diolah yaitu
data primer hasil dari penelitian langsung di lapangan, maka kegiatan ini
disebut dengan proses editing.’® Selanjutnya data tersebut disusun dan
ditempatkan secara sistematis sesuai urutan terhadap permasalahan yang
sedang diteliti.

8. Analisis Data

'8 bid, him 125
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Data pada penelitian ini di analisis dengan melakukan kunjungan
lapangan dalam kurun waktu kurang lebih sampai tindak pidana pada perkara
tersebut terselesaikan. Tahap analisis ini berlangsung dari awal perumusan
masalah, kunjungan ke lapangan dan terus berlangsung sampai hasil penelitian
yang diharapkan terwujud. Penjelasan mengenai analisis data penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a. Analisis prapenelitian

Sebelum melakukan penelitian di lapangan tentunya perlu dilakukan
analisa prapenelitian, dengan memperhatikan data manasajakah yang akan
digunakan atau dibutuhkan untuk penelitian. Hasil dari analisis pra
penelitian ini tentunya akan dikembangkan ketika sudah melakukan
penelitian.
b. Analisis sepanjang penelitian berlangsung

Ketika berlangsungnya penelitian di lapangan analisis dilakukan
dengan cara pengklarifikasian data dan kemudian ditafsirkan isinya.
c. Penyederhanaan data

Penyederhanaan data digunakan untuk mengumpulkan, memilah
prioritas, memfokuskan pada prioritas, mencari topik dan nilai. Karena saat
peneliti menjelajahi lapangan, kecepatan data akan menjadi lebih kompleks.
Dengan reduksi data, hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas
dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data.
d. Penyajian data

Dalam penyajian penulisan dalam penelitian ini lebih berfokus pada



21

penulisan yang sifatnya naratif sehingga pada tahap ini akan
banyak menyambungkan data dari skunder atau primer yang nantinya akan
diuraikan sesuai keadaaan.
e. Conclusion drawing/Verification

Setelah dilakukan pengumpulan pada data yang diperlukan, maka
langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut. Hasil yang
diharapkan dari analisis kualitatif adalah suatu pengetahuan baru yang
sebelumnya belum ada. Hasil yang diharapkan tentunya dapat berupa uraian
kalimat atau suatu penggambaran mengenai suatu hal yang belum jelas dan
kemudian menjadi jelas setelah dilakukannya penelitian.

9. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara
induktif. Pertama penulis memperoleh fakta dan data hasil dari penelitian
langsung ke lapangan, data dan fakta yang diperoleh tersebut diolah dan
dianalisis kemudian ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir

penelitian.
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